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Pemkab Sijunjung

Raih Opini W'

| LJ_IEUK Kedclapan Kali

“Untuk kedelapan kalinya, Pemerintah Kabupaten Sijunjung kembali meraih opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat, Selasa (14/5). IST

\’_SI]UN]UNG, HALU
"AN— Untuk kedelapan
kalinya, Pemerintah Kabu

“paten (Pemkab) Sijunjung

‘kembali merath opini Wa
jar Tanpa Pengecualian

.(WTP) atas laporan hasil

pemeriksaan dari Badan
Pemeriksa Keuangan

(BPK) Perwakilan Suma
tera Barat.

Penyerahan laporan
hasil pemeriksaan BPK
dilaksanakan di ruang
rapat BPK Perwakilan
Sumatera Barat, Selasa

(14/5).

“Alhamdulillah, kita .

kembali memperoleh opi-
ni WTP untuk yang kede-
lapan kalinya pada tahun
2024 ini. Tentu hasil yang
kita dapatkan ini sesuai
dengan Ekspektasi kita
bersama,” ujar Bupati
Sijunjung Benny Dwifa
Yuswit, Rabu (15/5).
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Dijelaskannya, Opini
WTP tersebut diberikan
berdasarkan laporan pet-
tanggungjawaban keu-
angan pemerintah daerah
dalam melaksanakan pem-
bangunan selama tahun
2023 kemarin.

“Artinya laporan keu-

angan daerah selama tahun

2023 kemarin bisa dipet-
tanggungjawabkan dan
berjalan sesuai aturan dan
ketentuan yang ada,” kata-
nya.

Meski demikian, Benny
berharap agar capaian
tersebut bisa tetap diper -
tahankan untuk kedepan
nya. “Ini bisa kita perta
hankan kedepannya jika
pengelolaan dan laporan
keuangan di pemerintah
daerah berjalan sesuai
ketentuan yang ada dan

bisa dipet tanggungjawab-
kan,” ungkapnya.

Pihaknya berharap ke-
pada pihak BPK untuk
terus membina serta mem-
bimbing Pemkab Sijun-
jung untuk lebih baik
dalam pelaksanaan pem-
bangunan di Kabupaten
Sijunjung,

Sementara itu, Kepala
Subauditorat Sumbar I
Nofemtis. mengatakan
pemeriksaan atas LKPD
bertujuan untuk membe-
rikan opini tentang kewa-
jaran penyajian laporan
keuangan oleh pemerintah
daerah.

“Opini yang diberikan
merupakan pernyataan
p;rofesional pemeriksa
mengenai kewajaran pe-
nyajian laporan keuangan
dan bukan merupakan

keuangan yang disajikan
oleh pemerintah sudah
terbebas dari adanya tinda
kan kecurangan lainnya,”
ungkapnya.

Nofemris menjelaskan
bahwa sebelum LHP dise
rahkan, BPK telah memin

ta tanggapan kepada enti -

tas atas konsep hasil peme
riksaan BPK, termasuk
rencana,aksi yang akan
dilaksanakan.

“Dengan demikian,
rekomendasi BPK atas
beberapa- permasalahan
yang ditemukan dalam
pemeriksaan diharapkan
dapat ditindaklanjuti deng
an baik oleh Pemerintah
Kabupaten Sijunjung, se

hingga tata kelola keuang

annya menjadi lebih akunta
bel,” tegasnya.

jaminan bahwa laporan

Untuk itu, pthaknya
mengucapkan selamat atas
capaian hasil ketja kepala
daerah dan jajarannya yang
telah berupaya mempet
tahankan kualitas atas
LKPD, dan kiranya dapat
menjadi pendorong setta
pemacu pelaksanaan tran
sparansi dan akuntabilitas
keuangan secara Jebih baik
ditahun-tahunmendatang,

- Turut mendampingi
dalam kesempatan tegse
but Ketua DPRD Bam
bang Surya Irawan, Sekre
taris Daerah Dr. Zetnihan
APM.Si, Sektetaris Badan

'Keuangan dan Aset Dae ;

rah Rahmad Ronaldi Ros
man, Kepala Inspektorat
Daerah Wandri Fahrizal,
Kakan Kesbangpol Sukar
di dan beberapa pejabat
lainnya.(h/ogi) -



